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a, sebagai Penggugat;

melawan

, Kabupaten

Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besarpada hari
Selasa tanggal 19 Februari 2019 dengan register perkara Nomor
168/Pdt.G/2019/PA.Sub telah mengajukan gugatan sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten
Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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abupaten Sumbawa, Nomor : 81/07/X/2011,

er lwes, Kabupaten Sumbawa, Kurang
ebruari Tahun 2019;

perasaan Penggugat;

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Februari

Tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,
kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat Tinggal dengan
Tergugat sampai sekarang;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerenanya agar masing-
masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatief terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;
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an-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
Agama Sumbawa Besarcq. Majelis hakim

an memutuskan sebagai berikut;

jat;

gra Tergugat atas Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai
ketentuan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut baik Penggugat
maupun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak
mengirim orang lain sebagai wakil/lkuasanya yang sah serta tidak
memberikan kabar kepada pengadilan tentang ketidak hadirannya, meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut dan dalam berita acara rellas
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bih dahulu biaya tersebut;
ghatikan pendapat ulama Figih dalam kitab

Vienimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan
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oleh

Hilman Irdhi
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.

Perincian biaya :
Pendaftaran
ATK Perkara
Panggilan
Redaksi
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'Rp
‘Rp
‘Rp
‘Rp

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr

30.000,00
50.000,00
400.000,00
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kami Doni Burhan Efendi, S.HI., sebagai

dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.El,
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
i Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam
umum pada hari itu juga, dibantu oleh

Pengganti, dengan tanpa Penggugat dan

Ketua Majelis,

ttd

Doni Burhan Efendi,S.H.l.

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, S.H.
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k Salinan

Agama Sumbawa Besar
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